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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya hukum positif merupakan jelmaan dari rasa keadilan 

dan kepatutan yang hidup, berkembang, dan berada di dalam suatu masyarakat 

yang kemudian rasa keadilan dan kepatutan tersebut dituangkan ke dalam suatu 

bentuk norma hukum melalui serangkaian proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Hal tersebutlah pada akhirnya memiliki suatu 

konsekuensi logis bahwa apapun yang terjadi hukum itu harus selalu menjadi 

jelmaan keinginan rasa keadilan masyarakat, menjadi suatu solusi atas suatu 

permasalahan yang terjadi didalam realitas masyarakat, dan juga terus 

mengikuti segala perkembangan yang ada dan pasti akan terjadi didalam 

kehidupan masyarakat.1  

Salah satu perkembangan yang saat ini telah terjadi dikehidupan 

masyarakat ialah perkembangan dibidang perekonomian yang mana kebutuhan 

masyarakat pada saat ini sangatlah kompleks, masyarakat sudah dapat 

menghasilkan penghasilan dengan lebih besar melalui berbagai usaha yang 

mereka buat, imbas dari penghasilan yang besar melalui segala macam usaha 

yang mereka buat ialah tentu modal yang diperlukan akan semakin besar pula 

jumlahnya dan tentu amat diperlukan suatu perangkat  hukum   untuk   

mengatur    peredaran    uang  di masyarakatmembentuk suatu lembaga yang 

 
1 Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 3 
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yang dapat menjadi lembaga penghubung antara pemilik modal dan orang yang 

membutuhkan modal. 2 

Tentunya untuk menjawab hal tersebut dibuatlah suatu sistem 

keuangan yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang salah satunya 

adalah perbankan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada 

dimasyarakat yang tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat, dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat/lembaga perantara keuangan (financial 

intermediation).3 Bank sendiri disaat ini sudah menjadi suatu lembaga yang 

memiliki peranan besar dalam praktik perekonomian di seluruh dunia 

dikarenakan tugas utamanya yang amat memiliki dampak besar sebagaimana 

tersebut diatas ditambah dengan pemberian jasa lainnya diluar tugas utama 

serta produk bank lainnya, oleh karena itulah dimasa ini dan dimasa yang akan 

datang kegiatan manusia yang berkenaan dengan kegiatan keuangan tidak akan 

dapat dipisahkan oleh perbankan, baik itu perorangan maupun perusahaan atau 

lembaga.4   

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai sistem keuangan bermula 

dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang mengamatkan di dalam Pasal 23D bahwa 

“Negara  memiliki  suatu  bank  sentral  yang  susunan,  kedudukan,  kewenan

gan,  tanggung  jawab,  dan  independensinya  diatur  dengan  Undang-

 
2 Abubakar dan  Handayani, 2017, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian 

bank dalam aktivitas perbankan Indonesia”, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 68-91, 

Hlm. 70 
3 Chatamarrasjid Ais, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, Hlm. 3 
4 Nurul Ichsan Hasan, 2014, Pengantar Perbankan, Jakarta: Referensi, Hlm. 2 



3 

 

 

 

Undang”5, hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan Bank Indonesia yang 

menjadi Bank Sentral yang berwenang untuk mengatur kebijakan moneter di 

Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 

1968 Tentang Bank Sentral. Undang-Undang Bank Indonesia sendiri telah 

mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yang pertama yaitu diubah oleh Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang kedua diubah oleh Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian ditetapkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan yang terakhir adalah 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.  

Seiring dengan perkembangan zaman kini Bank Indonesia yang 

menjadi Bank Sentral dalam praktiknya tidak lagi sendiri, saat ini telah ada 

lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor 

perbankan, kegiatan jasa keuangan di pasar modal, dan kegiatan usaha disektor 

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 

lainnya6, dan terkhusus untuk dibidang perbankan Otoritas Jasa Keuangan 

sendiri berperan untuk melaksanakan;7 a). pengaturan dan pengawasan terkait 

kelembagaan Bank yang meliputi perizinan pendirian bank, dan terkait dengan  

kegiatan usaha bank (sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, 

aktivitas dibidang jasa) serta ; b). pengaturan dan pengawasan terkait kesehatan 

 
5 Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 
6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
7 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
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bank (likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal 

minimum, plafon pemberian kredit, rasio pinjaman simpanan dan cadangan 

bank, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi 

debitur, pengujian kredit, standar akuntansi bank) ; c). pengaturan dan 

pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank (manajemen resiko, tata 

kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan 

pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan) ; d). pemeriksaan bank. 

Kemudian pengaturan tersendiri mengenai Undang-Undang Perbankan diatur 

didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah 

Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.  

Pengaturan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan mengatur mengenai produk-produk serta kegiatan usaha yang dapat 

dijalankan oleh sebuah bank yang salah satunya yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah pemberian kredit kepada nasabah.8 Pengertian Kredit itu 

sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan.9 Singkatnya, kredit itu menurut penulis 

merupakan suatu suatu produk yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya 

berupa pemberian pinjaman uang dengan jumlah tertentu dan memiliki jangka 

 
8 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
9 Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
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waktu pengembalian tertentu yang telah disepakati melalui suatu hubungan 

hukum perjanjian kredit yang dapat disamakan dengan perjanjian pinjam-

meminjam melalui prosedur-prosedur serta dengan beberapa syarat tertentu, 

dan umumnya perjanjian kredit ini juga dilekati dengan unsur agunan atau 

jaminan yang digunakan untuk memberi kepastian kepada pihak bank bahwa 

Debitur akan melunasi kewajibannya sesuai dengan nominal serta jangka 

waktu yang telah disepakati.  

Dewasa ini pemberian kredit sangatlah berkembang pesat serta 

memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, seperti 

pemberian pinjaman uang, pemberian kredit perumahan rakyat, kredit 

kendaraan, dan lain sebagainya, tentu dengan adanya produk ini masyarakat 

amat terbantu karenanya. Pemberian kredit guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat ini tentu juga memiliki resiko bagi bank itu sendiri, yakni resiko 

terhadap debitur gagal memenuhi prestasinya dengan fakta bahwa kondisi 

perekonomian khususnya di Indonesia tidak stabil, apalagi dengan melihat 

adanya pandemi Covid-19 yang juga berimbas kepada perekonomian 

masyarakat, oleh sebab itulah diperlukan adanya agunan/jaminan dalam 

kredit.10 Agunan ini yang kemudian juga berperan penting dalam manajemen 

resiko bank agar kesehatan bank tetap terjaga  

Dengan peranan yang sangat besar ini dalam praktiknya ternyata 

dalam pelaksanaan perjanjian kredit kerap kali terjadi masalah, salah satunya 

 
10 Hakim dan Oktaria, 2018, ”Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian 

kredit”, Keadilan Progresif, 9(2), Hlm. 165 
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yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hilangnya agunan nasabah 

dalam perjanjian kredit. Agunan sendiri merupakan suatu jaminan utang yang 

diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai kepastian bahwa nasabah atau 

debitur akan melaksanakan kewajibannya membayar utang atau kredit 

sebagaimana kesepakatan yang telah diatur dengan bank. Artinya agunan 

tersebut ketika seorang nasabah ingin mengajukan kredit, pihak bank akan 

memeriksa agunan apakah layak dijadikan agunan atau tidak, dan agunan 

tersebut akan berada dibawah kekuasaan bank sampai debitur mampu melunasi 

kewajibannya. Tentu akan menjadi sangat fatal bagi pihak bank apabila pada 

praktiknya agunan yang diberikan nasabah kepada mereka justru hilang 

diakibatkan kesalahan pihak bank tersebut. Agunan menurut Hasanudin 

Rahman sebagaimana dikutip dalam Jurnal Prinsip Kehati-Hatian Dalam 

Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit 

Perbankan, merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak  

ketiga kepada kreditur sebagai suatu kepastian dalam hal debitur akan 

memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.11 

Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas dan dikaji 

mengingat dalam beberapa tahun terkahir banyak terjadi kasus hilangnya 

agunan nasabah diakibatkan kesalahan pihak bank itu sendiri. Ditahun 2014 

kasus hilangnya agunan nasabah pun pernah terjadi di Kota Bima, Nusa 

Tenggara Barat yang melibatkan Bank BRI hingga Ombudsman pun ikut turun 

 
11 Mulyati dan Dwiputri, 2018, “Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan 

sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum 

Kenotariatan, 1(2), 134-148, Hlm. 136 
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tangan dalam menyelidiki hilangnya agunan milik nasabah tersebut.12 Yang 

paling terbaru, tercatat pada tanggal 15 Maret 2022 juga telah terjadi 

kehilangan agunan yang terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang 

melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI).13 Dalam penelitian ini yang akan 

dijadikan acuan untuk melakukan studi kasus ialah kasus hilangnya agunan 

nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Atmo, Kota Palembang pada tahun 2021 

dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg yang telah putus dan 

berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Bewijs).  

Selain itu, hal ini juga penting untuk dibahas dikarenakan mengingat 

hal ini sangat berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dalam praktik 

perbankan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu 

prinsip dasar yang tentu harus dipegang teguh oleh bank dalam praktiknya 

karena kegiatan usaha bank yang menurut penulis cukup memiliki peranan 

yang krusial karena berkenaan dengan uang, dokumen-dokumen atau surat 

berharga baik milik bank itu sendiri maupun milik nasabah. Bila saja terdapat 

suatu kesalahan dalam melaksanakan praktiknya tersebut tentunya akan sangat 

fatal dan memiliki akibat hukum yang akan menimpa bank itu sendiri, itulah 

mengapa pentingnya untuk mengedepankan dan memegang teguh prinsip 

kehati-hatian bank. Terlebih lagi prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan 

 
12 https://www.koranstabilitas.com/2014/06/ombudsman-investigasi-hilangnya-agunan.html, 

diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20.53 WIB 
13 https://lombok.tribunnews.com/amp/2022/03/15/sertifikat-jaminan-hilang-nasabah-bank-

syariah-islam-di-bima-protes, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 21.03 WIB 

https://www.koranstabilitas.com/2014/06/ombudsman-investigasi-hilangnya-agunan.html
https://lombok.tribunnews.com/amp/2022/03/15/sertifikat-jaminan-hilang-nasabah-bank-syariah-islam-di-bima-protes
https://lombok.tribunnews.com/amp/2022/03/15/sertifikat-jaminan-hilang-nasabah-bank-syariah-islam-di-bima-protes
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juga memiliki dampak dan konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat 

terhadap bank itu sendiri.  

Apabila suatu bank kerap kali melakukan kesalahan (baik lalai atau 

sengaja) tentu akan menimbulkan akibat hukum serta juga akan berdampak 

kepada kepercayaan (trust) masyarakat yang akan menurun, bila kepercayaan 

masyarakat telah menurun kepada bank tersebut tentunya akan membuat bank 

tersebut kehilangan nasabahnya perlahan dan akan membuat bank kehilangan 

salah satu sumber dananya yaitu dana dari masyarakat, hal ini akan berimbas 

kepada kesehatan bank itu sendiri.14 Dari sisi nasabah yang mengalami kasus 

semacam agunanya hilang tersebut, juga perlu untuk dibahas mengingat ini 

merupakan salah satu hak nasabah sebagai seorang manusia atau pribadi 

kodrati yang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang 

ia miliki tersebut. Oleh karena itu amat perlu untuk dibahas mengenai hal 

tersebut, yang mana dalam penelitian ini, akan berfokus kepada perkara Nomor 

16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg. Maka berdasarkan uraian latar belakang yang telah 

Penulis jabarkan diatas, penulis menarik suatu rumusan judul untuk penelitian 

iniِ yaituِ “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BANK 

TERHADAP HILANGNYA AGUNAN NASABAH DALAM PERJANJIAN 

KREDIT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G.S./2021/PN.PLG)” 

 

 
14 Abubakar dan Handayani, 2018, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban 

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”,ِ  Jurnal 

Rechtidee, 13(1), 62-81. Hlm. 64 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka 

penulis menyimpulkan suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus 

pembahasan dalam skripsi ini adalah : 

1) Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara 

Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg? 

2) Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Bank Terhadap Hilangnya 

Agunan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui bagaimana sebetulnya pertanggung jawaban bank 

secara perdata apabila agunan nasabah dalam perjanjian kredit hilang 

diakibatkan kesalahan pihak bank 

2) Terkhusus dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg, penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara tersebut melalui putusan hakim  

3) Untuk mengetahui status dari suatu gugatan perdata apabila telah 

didahului oleh adanya laporan polisi mengenai kasus yang sama 
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D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pertanggungjawaban bank secara perdata apabila 

agunan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut hilang diakibatkan 

kesalahan oleh pihak bank 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

dalam hal praktik pertanggung jawaban bank secara perdata 

apabila agunan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut hilang 

diakibatkan kesalahan oleh pihak bank 

b) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat dalam pertanggung jawaban bank secara perdata 

apabila agunan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut hilang 

diakibatkan kesalahan oleh pihak bank agar masyarakat dapat 

melindungi diri mereka sendiri apabila sewaktu-waktu terjadi 

kasus ini dan menimpa mereka 

c) Bagi Aparat Penegak Hukum 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

aparat penegak hukum apabila terjadi kasus semacam ini secara 

perdata 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan penelitian ini, maka fokus pada penelitian ini adalah 

bagaimana pertanggung jawaban bank secara perdata (c.q. Bank Sumsel 

Babel Cabang Atmo) dan juga secara umum apabila agunan nasabah hilang, 

ditambah dengan menganalisa dengan landasan teori yang akan penulis pilih 

bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim yang menangani perkara 

Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg dalam memutus perkara tersebut, serta 

bagaimana akibat hukum dari hilangnya agunan yang hilang akibat 

kesalahan pihak bank. 

 

F. Kerangka Teori 

Penelitian hukum merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan 

untuk menemukan jawaban terhadap segala isu atau permasalahan hukum 

yang tengah terjadi direalitas kehidupan masyarakat melalui aturan hukum, 

prinsip-prinsip/asas-asas hukum, atau juga dengan doktrin. Oleh karena itu 

sudah menjadi suatu konsekuensi logis apabila suatu penelitian 

mensyaratkan adanya kearangka atau landasan teori yang akan digunakan 

dan menjadi acuan dalam penelitian hukum.15 Kerangka teori yang akan 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 35 
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1) Teori Putusan Hakim 

Putusan hakim atau vonnis merupakan sebuah pernyataan 

yang disampaikan oleh hakim yang merupakan pejabat atau penguasa 

negara yang didelegasikan untuk mengucapkan suatu vonnis tersebut 

didalam sebuah forum persidangan yang bertujuan untuk 

menyelesaikan suatu sengketa atau perkara yang dihadapkan 

kepadanya, pengucapan dimuka persidangan ini merupakan hal yang 

wajib dilakukan karena apabila tidak putusan tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum tetap dan juga antara apa yang diucapkan oleh hakim 

dengan apa yang tertulis didalam putusan tersebut tidak boleh 

berbeda.16 Ada beberapa prinsip yang perlu ditegakan agar suatu 

putusan itu tidak mengandung suatu kecacatan baik secara formil dan 

materil, prinsip tersebut antara lain:17 

a) Memuat suatu dasar alasan yang jelas juga rinci 

Hal ini berarti bahwa hakim dalam menangani suatu perkara dalam 

memberikan putusannya harus selalu memiliki dasar hukum yang 

menjadi pertimbangan/considerans mengapa ia mengambil 

putusan yang demikian, hal ini yang kemudian membuat suatu 

putusan hakim itu dapat dikatakan menjadi objektif. Kemudian 

juga sumber hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan 

hakim dapat merujuk kepada pasal dari suatu perundang-undangan 

 
16 Ahmaturrahman, 2020, Hukum Acara Perdata,  Inderalaya: Universitas Sriwijaya, Hlm. 103 
17 M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 101 
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yang berlaku, kebiasaan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, traktat, yurisprudensi, atau doktrin hukum (pendapat 

para ahli). 

b) Wajib mengadili keseluruhan bagian dari putusan 

Hal ini berarti putusan hakim yang telah dibacakan dari poin ke 

poin tersebut haruslah menyangkut semua fakta-fakta yang didapat 

atau disajikan serta diperiksa dimuka pengadilan 

c) Tidak boleh mengabilkan melebihi tuntutan/ultra petita 

Hal ini berarti bahwa putusan yang diambil oleh hakim tidak boleh 

melebihi dari apa yang dimintakan oleh penggugat dalam surat 

gugatannya, apabila hakim mengabulkan lebih dari apa yang 

diminta dari Penggugat maka hakim tersebut dianggap telah 

melampaui kewenangannya sebagai hakim 

d) Pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum 

Hal ini berarti bahwa putusan tersebut harus dibaca melalui 

persidangan yang terbuka untuk umum demi menjaga objektivitas dan 

juga agar masyarakat dapat mengawal serta menilai suatu putusan 

hakim tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

atau tidak (fungsi controlling). Apabila asas ini dilanggar maka 

putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang menigkat. 

Dalam praktik terdapat beberapa kasus yang memang diperbolehkan 

oleh undang-undang agar persidangan tersebut dilaksanakan secara 
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tertutup dan pembacaannya juga dilaksanakan secara tertutup seperti 

halnya kasus yang berkenaan dengan kesusilaan (pencabulan, 

perkosaan), dan sistem peradilan pidana anak (SPPA). 

Penulis menggunakan teori putusan hakim ini guna 

menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 

16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg dalam hal apa yang menjadi pertimbangan 

majelis hakim yang menangani perkara tersebut dalam memberikan 

putusannya tersebut. 

2) Teori Pertanggungjawaban Hukum 

Pertanggung jawaban menurut Sugeng Istanto merupakan 

suatu perhitungan kerugian atas suatu  kejadian yang terjadi yang 

dilekati dengan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian atas 

kerugian yang ditimbulkannya. 18Tanggung jawab hukum menurut 

Hans Kelsen merupakan sebuah pertanggung jawaban oleh seseorang 

ataupun badan hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,19 

atau dengan kata lain bahwa tanggung jawab itu merupakan 

pemikulan biaya (mengurus, memelihara), menjamin, serta 

menyatakan keadaan bahwa bersedia untuk melaksanakan kewajiban 

 
18 Mustamu, 2014, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup 

Dan Hubungan Dengan Diskresi”, Sasi, 20(2), 21-27, Hlm 77 
19 Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: PT. Raja Grafindo 

Persada, Hlm. 95 
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akibat dari kesalahannya tersebut. Hans Kelsen kemudian 

melanjutkan membagi pertanggungjawaban atas : 

a) Pertanggungjawaban individu, seseorang bertanggungjawab atas 

kesalahan yang ia telah perbuat sendiri 

b) Pertanggungjawaban kolektif, bahwa seseorang bersedia untuk 

bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh 

orang lain 

c) Pertanggungjawaban berdasarkan kepada kesalahan, bahwa 

seseorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang 

dilakukannya karena adanya kesengajaan agar menimbulkan 

suatu kerugian 

d) Pertanggungjawaban mutlak, bahwa seseorang 

bertanggungjawab atas suatu pelanggaran meskipun hal itu tidak 

disengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya 

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori pertanggung jawaban dalam 

perbuatan melanggar hukum (Tort Liability) dibagi atas beberapa 

teori, yakni :20 

a) Pertanggung jawaban perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan karena adanya kesengajaan, tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan tersebut karena kesengajaannya atau 

 
20 Abdulkadir Muhamma,. 201,. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,  

Hlm. 336 
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setidaknya tergugat mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya 

tersebut akan membawa kerugian bagi penggugat 

b) Pertanggung jawaban perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan karena kelalaian, kelalaian ini bisa jadi dikarenakan 

tergugat melakukan suatu perbuatan namun tanpa disadari 

olehnya perbuatan tersebut senyata-nyata membawa kerugian 

bagi tergugat atau tergugat tidak melakukan suatu perbuatan 

dengan tanpa disadari olehnya dan membawa kerugian bagi orang 

rersebut 

c) Pertanggung jawaban perbuatan melanggar hukum secara mutlak, 

jenis pertanggung jawaban ini tidak memperhatikan unsur 

kesalahan sama sekali 

Fungsi dari teori ini dalam penulisan penelitian skripsi ini 

adalah agar dapat memberikan suatu analisa dan gambaran mengenai 

bagaimana pertanggungjawaban sebuah bank terhadap hilangnya 

agunan nasabah yang disebabkan oleh kesalahannya dalam 

perjanjian kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 
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dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.21 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Philipus M. Hadjon 

berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk 

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, 

dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.22 Mnurut 

Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi 

tiap-tiap individu dengan menyelaraskan hubungan nilai atau kaidah 

yang menjelma dalam sikap dan tindakan yang ditujukan agar 

terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam pergaulan hidup antar 

sesama manusia.23 Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah 

upaya untuk melindungi tiap-tiap individu melalui peraturan 

perundang-undangan yang didukung dengan perangkat atau aparah 

penegak hukum dari segala sesuatu yang dapat mengancam dan 

merugikan tiap-tiap individu tersebut. 

Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) 

jenis, yaitu : 

a) Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui aparat 

penegak hukum untuk mencegah sebelum terjadinya suatu 

 
21 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 54 
22 Philipus M. Hadjon. 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

Hlm. 102 
23 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 14 
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pelanggaran terhadap hak individu tersebut, jadi jenis perlindungan 

ini merupakan jenis pencegahan dan antisipasi sebelum terjadinya 

tindakan semena-mena yang dapat melanggar hak individu 

tersebut.  

b) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui 

aparat penegak hukuum untuk melakukan tugas serta menindak 

lanjuti perbuatan-perbuatan yang telah diidentifikasi melanggar 

hukum dan hak seseorang, guna melindungi hak seseorang. 

Penulis menggunakan teori ini karena dalam penelitian ini 

juga akan menyinggung mengenai perlinndungan hukum bagi 

nasabah bank yang haknya dilanggar dalam perjanjian kredit (c.q. 

hilangnya gunan nasabahh tersebut dalam perjanjian kredit). 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri 

berasal dari Bahasa Inggris yaitu normatif legal research, dan 

memiliki beberapa peristilahan lain yaitu penelitian dogmatik, 

penelitian doktrinal, penelitian legalistis. E. Saefullah Wiradipradja 
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menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

hukum yang mengkaji hukum positif di suatu wilayah tertentu sebagai 

obyek kajiannya, penelitian hukum normatif juga mengkaji, 

memelihara, membangun dan mengembangkan bangunan hukum 

positif dengan bangunan logika.24 

Penelitian hukum normatif berupaya mengkaji suatu 

norma hukum positif yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan 

melihatnya dari berbagai macam aspek atau sudut seperti teori-teori 

hukum yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian. Penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai 

suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang 

tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan/sikap tindak ajeg atau 

suatu kepatutan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.25 

2) Pendekatan Penelitian 

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum yang bersifat 

normatif, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu : 

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute    Approach) 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menelaah dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

 
24 E. Saefullah Wiradipradj, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

Hukum, Bandung: Keni Media Group, Hlm. 5 
25 Johny Ibrahim. 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, Hlm. 46 
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berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang 

diteliti. Pendekatan perturan perundang-undangan akan dilihat 

sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup yang mempunyai ciri 

sebagai berikut ini:26 

- Comprehensive, bahwa norma-norma hukum yang ada itu 

saling berkaitan antara yang satu dengan norma hukum yang 

lainnya secara logis 

- All-iclusive, bahwa norma-norma hukum tersebut cukup dan 

mampu menampung atau mengatasi permasalahan yang ada 

sehingga tidak akan ada kekurangan hukum 

- Sistematic, bahwa selain norma-norma hukum tersebut berkaitan 

antara yang satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum 

tersebut juga tersusun secara sistematis 

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang 

dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan perbankan, 

kredit, dan perbuatan melawan hukum. 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 
26 Peter Mahmud Marzuk,. Op. Cit, Hlm 93 
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Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menelaah 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan 

hukum yang berkaitan dengan suatu penelitian tertentu yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (Inkracht Van Bewijs). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg 

yang telah berkekuatan hukum tetap yang nantinya akan 

dijadikan contoh kasus yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

yang selanjutnya akan dianalisis didalam pembahasan penelitian 

ini. 

c) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini akan melihat dan merujuk kepada pandangan 

dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.27 Pendekatan 

ini dipilih dan digunakan agar membantu dalam mencari 

jawaban-jawaban terhadap isu atau permasalahan hukum yang 

sedang terjadi. 

d) Pendekatan Analisis (Analytical Approach) 

Pendekatan analisis merupakan pendekatan terhadap bahan 

primer hukum yang bertujuan untuk mengetahui isi dan makna 

yang terkandung didalamnya, dan sekaligus berupaya mengetahui 

bagaimana penerapannya dalam praktik yang kemudian 

menganalisisnya melalui putusan-putusan hukum. Sehingga pada 

 
27 Ibid, Hlm. 172 
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dasarnya pendekatan analisis adalah upaya untuk menganalisa 

pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, 

dan berbagai konsep hukum.28 

 

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi 

ini terdiri dari : 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  

5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 

Jasa Keuangan 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 

Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor 

Jasa Keuangan 

8) Putusan Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg 

 

 
28 Johnny Ibrahim, Op. Cit, Hlm. 256 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan 

guna mendukung dalam penelitian hukum karena sifatnya yang 

berupaya menjelaskan bahan hukum primer yang digunakan.29 

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian 

skripsi ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, 

artikel terkait, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung 

dan juga berupaya untuk memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer juga sekunder.30 Bahan 

hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, 

Ensiklopedia, dan bahan-bahan yang dapat dikutip dari internet 

atau situs-situs internet yang valid dan kredibel. 

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan (Library 

Research), yang mana pengumpulan bahan hukum dilakukan 

dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, 

 
29 Sri Mamudj,. 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 13 
30 Ibid, Hlm. 15 
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sekunder, dan juga tersier. Penjelasan dari teknik pengumpulan 

ini nantinya adalah metode kualitatif, yakni dengan menguraikan 

secara deskriptif dari buku, jurnal, internet, artikel atau bahan 

primer, sekunder, tersier yang telah dikumpulkan dengan 

permasalahan yang berkaitdan dengan penelitian ini.31 

e) Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah tadi akan 

dibahas dengan menggunakan metode nromatif kualitatif, yakni 

dengan cara menafsirkan dan menelaah bahan yang telah 

diperoleh berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta teori-

teori hukum yang ada. 

f) Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian 

skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang mana 

metode deduktif ini merupakan cara menarik kesimpulan data yang 

diperoleh dari yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, 

kemudian ditariklah suatu kesimpulan.32 Dapat dikatakan bahwa 

proses berfikir yang bertolak dari hal yang bersidat umum yang mana 

kebenarannya telah diketahui secara pasti dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang sifatnya lebih khusus, dalam hal ini yang bersifat 

 
31 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Maju, Hlm. 35 
32 Peter Marzuki Marzuki, Op. Cit, Hlm. 202 
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umum adalah data primer yakni peraturan perundang-undangan yang 

akan digunakan dalam penelitian skripsi ini yang selanjutnya 

dianalisis khusus berkaitan dengan Pertanggungjawaban Bank terkait 

hilangnya agunan nasabah dalam perjanjian kredit dan juga apa yang 

menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini (c.q. Perkara 

Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I   : Pendahuluan 

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian,    Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka, Lampiran 

 BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perbankan, Tinjauan 

Umum Mengenai Hukum Jaminan, Tinjauan Umum 
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 BAB III : Pembahasan 

Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus 

Perkara Tersebut? Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata 
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Perjanjian Kredit? Bagaimana Status Gugatan Perdata 
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Apabila Telah Didahului Oleh Adanya Laporan Polisi 

Mengenai Kasus yang Sama? 

 BAB IV : Penutup 

   Kesimpulan dan Saran
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